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Draf Tidak Disebarluaskan

Komisi I: RUU KKS Akan Tetap
Buka Ruang Partisipasi Publik

Wakil Ketua Komisi | DPR Dave Laksono memastikan
pembahasan RUU Ketahanan dan Keamanan Siber
{KKS) dilakukan terbuka dan melibatkan partisipasi
masyarakat. Keterlibatan publik jadi bagian penting
agar regulasi yang disusun mampu menjawab
tantangan keamanan siber yang terus berkembang.

DAVE menjelaskan. DPR ber-
sama Pemerintah akan segera
memulai pembahasan substansi
RUU ini. Proses tersebut diawali
dengan penyverahan Daftar [n-
ventarisasi Masalah (DIM) oleh
Pemerintah dan pembentukan
Panitia Kerja (Panja) di Komisi
1 DPR. Bertkutnya, pembahasan
sestlal dengan peraturan perun-
dang-undangan vang ada.

Dia bilang. pembahasan RUL
KKS akan dilakukan secara
menyeluruh agar seluruh per-
soalan di ruang siber terakomo-
dasi dalam regulasi vang sedans
disusun. "Nanti kita bahas sesuai
keputusan yang berjalan agar
semua aspek mengenai kendala
dan permasalahan di dunia siber
it benar-benar tercover,” jelas-
nya, Kamis (2/7:2026).

Dave menegaskan, pihaknya
membuka ruang partisipasi pub-
lik yang bermakna atau meaning-

Jul public participation dalam

penyusiman RULL Dengan me-
kanisme ini, seluruh elemen mas-
varakat. termasuk akademisi dan
organisasi sipil. dapat menyam-
paikan masukan seeara langsung.
Langkah itu diharapkan mampu
menampung berbagai pandangan
serta permasalahan nyata di
lapangan.

Terkait keputusan tidak me-
nyebarluaskan draf naskah RULL
Dave mengaku it disengaja agar
bisa dimatangkan lebih dulu di
tingkat komisi. Langkab i di-
ambil karena draf kerja legislasi
masih sangat dinamis dan mudah
berubah. “Jika dokumen tidak
final beredar, dikhawatirkan
muneul spekulasi atau kesalahpa-
haman di masvarakat.” jelasnya.

Anggota Komisi [ DPR Sy-
amsu Rizal menambahkan, pem-
bahasan RUU diawali kesamaan
pandangan mengenai cepatnya
perubahan dunia akibat trans-
formasi digital. Karena itw. [n-
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donesia sangat membutuhkan
regulast kuat vang mampu men-
jawab tantangan tersebut secara
kemprehensif. Atran ini diharap-
kan menjadi benteng pertahanan
digital yang kokoh bagi negara.

Syamsu juga mengapresiasi
komitmen Pemerintah vang
menghadirkan hampir seluruh
kementerian terkait dalam pem-
bahasan regulasi ini. Karena
keterlibatan Iintas kemnenterian it
menunjukkan bahwa keamanan
serta ketahanan siber merupakan
15t strategis nasional. Hal it me-
merfukan kolaborasi dan sinergi
yang kuat dart seluruh pemangku
kepentingan.

Dia berharap, proses penyusu-
nan regulasi ini juga melibatkan
partisipasi aktif masyarakat, khu-
susnya para pelaku dunia digital.
Diengan demikian, aturan hukum
yang dihasilkan benar-benar
mampu menjawab kebutuhan
nyata serta tantangan di lapangan.
“INantinya semua pihak akan me-
miliki arah dan tanggung jawab
Jelas.” terangnva.

Selain itu. dia juga menyam-
paikan catatan strategis mengenai
perlunva penetapan satu kemen-
terian ataul lembaga sebagai koor-
dinator utama kebtjakan. Saat int.
terdapat sejumbah institusi yang
sama-sama memiliki kewenan-
gan di bidang keamanan siber.
Langkah penunjukan ini penting
dilakukan agar implementasi tata
kelola berjalan efektif.

Sctelah aspek kelembagaan,
Syamsu juga memberikan ma-
sukan teknis agar istilah in-
frastruktur informasi kritikal
diselaraskan dengan aturan yang
ada. Peraturan Presiden Nomor
§2 Tahun 2022 sebelumnya telah
menggunakan istilah infrastruk-
tur informasi vital. "Harmonisasi
terminologi ini sangat penting
untuk menghindart multitafsic
di lapangan,” tegasnya.

Wakil Menteri Hukum Eddy
Hiarig] menjelaskan, Pemenntah
sccard Tesmi menginisiasi pem-
bahasan RUU KKS. Langkah
strategis ini diawali lewat instruk-
si langsung Presiden Prabowo
Subianto kepada sejumlah menteri
pada Februar lalu. Para menteri
terkait ditugaskan untuk segera
membahas regulasi penting terse-
but demi kepentinzan nasional.

Dia membeberkan, pesatnya
perkembangan teknologi siber
membuat ancaman terhadap
negara menjadi semakin nyata.
Saat i masyarakat tidak bisa
dipisahkan dart ruang digital
dalam kehidupan schari-hari.
“Sayangnya, ketergantungan
ini memicu eskalasi ancaman
siber kompleks vang berpotensi
menggangey stabilitas serta ke-
daulatan negara.” ujamya.

Menurut Eddy, keterbatasan
regulasi perlindungan ruang si-
ber membuat upaya penanganan
tantangan di Indonesia masih
sangat kompleks. Kondisi it
diperparah lagi dengan adanya
aktivitas kejahatan siber yang
terus meningkat dari tahun ke
tahun. Karena itu. harus ada
pavung hukum vang kuat untuk
mengatasinya. mpYs
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